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Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi geografis yang bervariasi dan
diwarnai oleh keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama, maupun keyakinan.
Keanekaragaman tersebut dapat menjadi keunggulan jika semboyan Bhinneka Tunggal
lka mewujud dengan baik pada setiap sendi kehidupan berbangsa. Sebaliknya,
keberagaman akan menjadi bumerang jika perbedaan budaya, adat istiadat, agama,
maupun keyakinan tidak dikelola. Gesekan yang mengarah pada konflik horisontal sangat
mungkin terjadi jika bukannya persamaan namun perbedaan yang dikedepankan oleh
masing-masing pengampu budaya, pemangku adat, pemeluk agama, dan penggiat
keyakinan. Sila ke tiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, menjadi jauh dari
kenyataan.

Pancasila sebagai ideologi sudah seharusnya menjadi rujukan dan pegangan utama
dalam pengelolaan pendidikan, baik secara sistem di tingkat nasional maupun
operasional di tingkat sekolah. Secara formal nilai-nilai Pancasila harus diterima,
didukung, dihargai, dan diupayakan perwujudannya secara sungguh-sungguh di setiap
sendi sekolah karena merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral seluruh bangsa
Indonesia.

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan Kkarakter sebagaimana
diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan
kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah
satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu ditegaskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yaitu “Penguatan
pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk
memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat
pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran”. Hal ini menegaskan
bahwa pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi
pembangunan nasional untuk mempersiapkan Generasi Emas di tahun 2045, yaitu
“‘mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bertagwa, bermoral, nasionalis, tangguh,
mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara global, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”

Pemerintah menyadari bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang
memperkuat pendidikan karakter semestinya dilaksanakan oleh semua sekolah di
Indonesia, bukan saja terbatas pada sekolah-sekolah binaan, sehingga peningkatan
kualitas pendidikan yang adil dan merata dapat segera terjadi. Penguatan Pendidikan
Karakter (disingkat menjadi PPK) didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di sekolah



untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik),
olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja
sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat (Konsep dan Pedoman PPK,
Kemendikbud, 2017).

Implikasi dari Gerakan PPK dalam konteks persekolahan, sebagaimana tertera pada

Konsep dan Pedoman PPK (Kemdikbud, 2017), adalah:

a. pertama adalah penguatan karakter peserta didik dalam mempersiapkan daya saing
siswa dengan kompetensi abad 21 (4Cs), yaitu berpikir kritis (critical thinking),
kreativititas (creative thinking), komunikasi (communication), dan kolaborasi
(collaborative)

b. pembelajaran bermakna yang dilakukan di dalam maupun luar sekolah yang
diwujudkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat intra-kurikuler, ko-kurikuler, ekstra-
kurikuler, dan pengkondisian, pembiasaan sekolah secara terus menerus (habituasi),
serta kegiatan-kegiatan sekolah yang terintegrasi dengan kegiatan komunitas antara
lain seni budaya, bahasa dan sastra, olahraga, sains, keagamaan

c. revitalisasi peran Kepala Sekolah sebagai manajer dan Guru sebagai inspirator PPK

d. revitalisasi peran Komite Sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan
partisipasi masyarakat

e. penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah.

Nilai-nilai Pembentuk Penguatan Pendidikan Karakter

Pengembangan nilai-nilai karakter, sebagaimana tertera pada Konsep dan Pedoman PPK
(Kemdikbud, 2017), didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya perilaku
seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang
mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan fungsi
totalitas sosial-kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan
masyrakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam kontek totalitas
proses psikologis dan sosial-kultural dapat dikelompokkan dalam: (1) olah hati (spiritual &
emotional development); (2) olah pikir (intellectual development); (3) olah raga dan
kinestetik (physical & kinesthetic development); dan (4) olah rasa dan karsa (affective
and creativity development). Proses itu secara holistik dan koheren memiliki saling
keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masingnya secara konseptual
merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung dalam 5 nilai-nilai utama PPK.
Atas dasar itu, penguatan pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang
benar dan mana yang salah, lebih dari itu, yaitu menanamkan kebiasaan (habituation)
tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang
mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa
melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, penguatan pendidikan karakter yang baik
harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi
juga “merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik
(moral action). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-
menerus dipraktikkan dan dilakukan (Lickona, 2004).



Nilai utama Gerakan PPK yang saat ini dikembangkan dari kristalisasi pemikiran Ki Hadjar
Dewantara tersebut adalah: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas
(Kemdikbud, 2017). Secara detail, nilai-nilai utama PPK dapat diuraikan menjadi sub-sub
nilai yang perwujudannya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Nilai karakter religius ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan
ciptaan: cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, teguh pendirian,
percaya diri, kerja sama lintas agama, antibuli dan kekerasan, persahabatan,
ketulusan, tidak memaksakan kehendak, melindungi yang kecil dan tersisih.

b. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang
menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,
lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya: apresiasi
budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul
dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin,
menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

c. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada
orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan
harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai kemandirian antara lain etos kerja (kerja
keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan
menjadi pembelajar sepanjang hayat.

d. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat
kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, memperlihatkan
rasa senang berbicara, bergaul, bersahabat dengan orang lain dan memberi bantuan
pada mereka yang kurang mampu, tersingkir dan membutuhkan pertolongan.
Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerjasama, inklusif, komitmen atas
keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti
diskriminasi, anti kekerasan, sikap kerelawanan.

e. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan
pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai
kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap
tanggungjawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui
konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas
antara lain kejujuran,cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi,
keadilan, tanggungjawab, keteladanan, menghargai martabat individu (terutama
penyandang disabilitas) (Konsep dan Pedoman PPK, Kemendikbud, 2017).

Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah dalam Penerapan PPK di
Satuan Pendidikan

Sekolah yang berkualitas baik memiliki identitas berupa ‘branding’. Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan menginginkan agar setiap sekolah memiliki branding yang unik dan
khas. Branding menunjukkan kekuatan dan keunggulan sekolah berdasarkan potensi
lingkungan, peluang yang ada (kualitas tenaga pendidik, fasilitas sarana dan prasarana
sekolah yang mendukung, kualitas pembelajaran, dan infrastruktur lainnya), dukungan
staf sekolah, orang tua, dan masyarakat. Branding sekolah dapat dikaitkan pilihan
prioritas nilai sesuai nilai-nilai utama PPK didukung dengan jalinan nilai-nilai lainnya.



Peran Kepala Sekolah dalam penerapan PPK diawali melalui manajemen dan
kepemimpinan sekolah, mengembangkan kolaborasi jaringan Tripusat Pendidikan (yaitu
sekolah, rumah/orang tua/keluarga, dan masyarakat), menyusun kegiatan perubahan di
sekolah berdasarkan 5 nilai-nilai utama PPK melalui mengidentifikasikan kondisi yang
ada/faktual dengan kondisi yang diharapkan, serta mampu mendesain “branding
(penjenamaan)” sekolah.

Kepala Sekolah merupakan komunikator yang menghubungkan visi sekolah dengan
keluarga dan masyarakat. Strategi pengembangan tripusat pendidikan ini perlu dilakukan
komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, terutama orang
tua, komite sekolah, dan tokoh-tokoh penting di lingkungan sekitar sekolah. Menjalin
relasi yang baik dengan lembaga-lembaga Pemerintahan dan non-pemerintahan serta
dengan komunitas-komunitas yang memiliki potensi untuk membantu program PPK di
sekolah. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan kegiatan PPK
adalah sebagai sumber-sumber pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk dibelajarkan
oleh peserta didik. Kemampuan kepala sekolah diibaratkan semacam conductor orkestra
yang mengarahkan dan mengembangkan ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah yang
dimaksudkan adalah peran kepala sekolah untuk mendorong keterlibatan semua tenaga
kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah (partisipatif).

Kemitraan dengan komunitas dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan PPK seperti
melalui akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Kemandirian sekolah bisa
diartikan dalam konteks kemandirian ekonomi dan anggaran dalam menerapkan PPK.
Program PPK tidak akan berhasil tanpa melibatkan jaringan tripusat pendidikan. Pelibatan
publik pendidikan sangat dibutuhkan agar PPK memperoleh dukungan semua pihak
berupa dana, tenaga, pemikiran, keahlian, dan pemikiran. Kemampuan mengembangkan
jaringan tripusat pendidikan merupakan kompetensi utama yang perlu dimiliki oleh kepala
sekolah dan didukung oleh pengawas dalam rangka mengembangkan PPK secara
mandiri dan gotong royong (Kemdikbud, 2017).

Untuk mengelola dukungan dari masyarakat sekitar sekolah maka kepala sekolah harus
menjadi inspirator dan komunikator yang menghubungkan sekolah/madrasah, orangtua,
dan masyarakat dalam rangka pengembangan PPK. Fungsi transformatif kepala sekolah
disini adalah mendorong terjadinya perubahan melalui manajemen perubahan di sekolah,
pengembangan budaya sekolah, dan kepemimpinan sekolah dalam melaksanakan PPK.
Pengembangan budaya sekolah (school culture) akan terbentuk jika ada figur
keteladanan kepala sekolah melalui sikap, perilaku, tutur kata, dan pengelolaan
organisasi. Kepemimpinan dalam konsep Ki Hadjar Dewantara merupakan contoh yang
patut ditiru, yaitu Ingarso sung tuladha bahwa seorang kepala sekolah harus menjadi
contoh/teladan, Ing madya mangun karsa seorang kepala sekolah mampu memberi
semangat, motivasi, mampu menciptakan aman dan nyaman di lingkungan sekolah, dan
Tut Wuri handayani Seorang kepala sekolah mampu mendorong semangat kerja. Hal ini
menunjukkan bahwa seorang kepala sekolah harus memberikan kepemimpinan
pembelajaran (instructional leader) yang berfokus pada lima nilai utama PPK dan
dipraksiskan melalui supervisi akademik dalam kegiatan intra kurikuler dan supervisi
manajerial pada kegiatan kokurikuler serta ekstra kurikuler secara efektif dan
berkelanjutan (dilakukan secara kolaborasi antara kepala sekolah dan pengawas
sekolah).



Kepala sekolah diharapkan juga dapat menganalisis kekuatan/kelemahan potensi
penerapan PPK melalui sumber daya pendidik, seperti potensi minat bakat peserta didik,
layanan peserta didik yang berkebutuhan khusus, potensi pedagogik guru dalam
menggunakan metode pembelajaran, manajemen kelas, pembelajaran melalui tematik
terpadu di SD/MI dan mata pelajaran di SMP/MTs, daya dukung unit layanan di sekolah,
seperti perpustakaan, bimbingan konseling/BK, Unit Kesehatan Sekolah/UKS, dsb.



SUPLEMEN 2.
PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF
DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK

Emilia Kristiyanti

A. Pendahuluan

Semua anak berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam
hal ini negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak tersebut dilindungi
sehingga kesejahteraan pada anak dapat tercapai.

Untuk mencapai kesejahteraan anak sesuai dengan yang diinginkan maka pendidikan di
keluarga dan lingkungan memegang peranan yang penting. Pola didik di sekolah dan
pola asuh di keluarga berperan sangat penting dalam mengembangkan potensi akademik
dan non-akademik seorang anak. Keyakinan bahwa pendidikan yang baik merupakan
pendidikan yang berfokus pada kurikulum (curriculum centered) harus segera ditinggalkan
dan mulai menerapkan pendidikan inklusif yang berfokus pada semua anak/peserta didik
(children/students centered) tanpa memandang suku, bahasa, agama, jender, keadaan
fisik, keadaan kesehatan, status sosial, dan ekonomi.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar kepada kepala dan
pengawas sekolah mengenai konsep pendidikan inklusif dan perlindungan kesejahteraan
anak; sejarah pendidikan inklusif dan perlindungan kesejahteraan anak; dan
penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai cara terbaik untuk memastikan
dilaksanakannya perlindungan kesejahteraan anak.

B. Konsep Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Kesejahteraan Anak

Konsep Pendidikan Inklusif

Di beberapa negara pendidikan inklusif masih diterjemahkan hanya terbatas kepada
sebuah pendekatan yang dilakukan untuk memberikan layanan bagi peserta didik
penyandang disabilitas yang berada pada sistim pendidikan umum (Ainscow, Mel. &
Miles, Susie, 2009). Pendidikan inklusif memiliki makna yang lebih jauh dari sekadar
memasukkan anak penyandang disabilitas di sekolah reguler. Pendidikan inklusif harus
dimaknai sebagai penerimaan tanpa syarat semua anak dalam sistim pendidikan umum.

Pendidikan inklusif bukanlah sistem pendidikan integrasi yang ‘berganti baju’ dan juga
berbeda dengan sistem pendidikan segregasi. Perbedaan mendasar terdapat pada lokasi
pembelajaran, sikap guru, sikap tenaga kependidikan, dan keadaan lingkungan sekolah
serta kurikulum yang dipergunakan. llustrasi yang dapat menggambarkan perbedaan
antara pendidikan segregasi, integrasi, dan inklusif adalah sebagai berikut:



PDBK PD lainnya
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Segregasi Integrasi Inklusif
Gambar 1: perbedaan segregasi, integrasi, dan inklusif

Pada sistem pendidikan segregasi, peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK)
dipisahkan dengan peserta didik (PD) lainnya baik lokasi maupun kurikulum yang
digunakan. Sistem pendidikan segregasi di Indonesia di kenal dengan sistem pendidikan
khusus atau sistem pendidikan luar biasa. Pada sistem integrasi, anak/peserta didik
berkebutuhan khusus belajar bersama dengan peserta didik lainnya namun sekolah
sedikit atau bahkan sama sekali tidak dibebankan untuk melakukan adaptasi atau
penyesuaian dalam memenuhi kebutuhan anak/peserta didik yang berkebutuhan khusus.
Sebaliknya, anak/peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan dapat beradaptasi
dengan sistem pendidikan yang hampir tidak diubah untuk mengakomodir kebutuhan
mereka. Ketidakmampuan anak/peserta didik berkebutuhan khusus untuk menyesuaikan
diri dengan sistim sekolah akan menyebabkan hilangnya kesempatan mereka untuk
memperoleh pendidikan. Praktik di beberapa negara, sistem pendidikan integrasi
diselenggarakan dengan mengumpulkan anak/peserta didik berkebutuhan khususnya
dalam hal ini penyandang disabilitas di kelas tersendiri yang dinamai kelas khusus.
Adapun lokasi kelas khusus tersebut berada di lingkungan sekolah reguler.

Sebaliknya pada sistim pendidikan inklusif, anak/peserta didik berkebutuhan khusus
belajar bersama dengan anak/peserta didik lainnya di kelas yang sama tanpa adanya
pembedaan. Peserta didik menjadi pusat perencanaan pendidikan sehingga apapun
yang direncanakan dan dikerjakan oleh guru dan tenaga kependidikan selalu berdasarkan
pada kebutuhan peserta didik. Pada sistem pendidikan inklusif, guru memastikan bahwa
anak/peserta didik berkebutuhan khusus dapat hadir, diterima oleh guru dan anak/peserta
didik lainnya, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas bersama dengan
peserta didik lainnya, dan memperoleh pencapaian yang maksimal sesuai dengan
kemampuan anak/peserta didik. Penyesuaian-penyesuaian untuk mengakomodir
kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus terjadi pada ranah (1) sikap, misalnya
sikap yang lebih positif terhadap perilaku tertentu peserta didik, atau tidak meremehkan
potensi mereka penyandang disabilitas dan mereka yang termasuk dalam kategori cerdas
berbakat; (2) informasi, misalnya penggunaan format atau media yang sesuai dengan
kemampuan anak/peserta didik agar dapat mengakomodir kebutuhan khusus yang ada
misalnya braille bagi anak/peserta didik dengan hambatan penglihatan; penggunaan
bahasa isyarat bagi anak/peserta didik dengan hambatan pendengaran; dan
menggunakan bahasa yang lebih sederhana dalam berkomunikasi dengan anak/peserta
didik dengan hambatan intelektual; (3) struktur bangunan fisik, misalnya bangunan
dengan landaian (ramp) atau lift untuk akses bagi mereka penyandang hambatan gerak.



Istilah anak/peserta didik berkebutuhan khusus memiliki cara pandang yang lebih luas
dan positif terhadap peserta didik atau anak/peserta didik yang memiliki kebutuhan yang
sangat beragam. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan khusus dibagi menjadi (1) kebutuhan
khusus permanen dan (2) kebutuhan khusus temporer. Kebutuhan khusus yang
permanen adalah kebutuhan yang terus-menerus ada dan melekat pada anak/peserta
didik, misalnya anak/peserta didik dengan hambatan penglihatan akan kesulitan dalam
membaca dan menulis dengan menggunakan huruf biasa. Namun kebutuhan khususnya
akan teratasi pada saat ia menggunakan huruf braille untuk membaca dan menulis.
Sedangkan kebutuhan khusus yang bersifat temporer adalah kebutuhan khusus yang
sifatnya sementara, misalnya anak/peserta didik yang tidak dapat melanjutkan
pendidikannya karena alasan ekonomi. Kebutuhan khusus anak tersebut akan hilang
setelah dia memperoleh bantuan ekonomi. Contoh yang lain, peserta didik baru masuk
kelas 1 Sekolah Dasar yang berkomunikasi dalam bahasa ibunya (contoh bahasa: Sunda,
Jawa, Bali atau Madura dsb) di rumah, akan tetapi ketika belajar di sekolah terutama
ketika belajar membaca permulaan, mengunakan bahasa Indonesia. Keadaan seperti itu
dapat menyebabkan munculnya kesulitan dalam belajar membaca permulaan dalam
bahasa Indonesia bagi anak/peserta didik tersebut. Oleh karena itu ia memerlukan
layanan pendidikan yang disesuikan (pendidikan kebutuhan khusus) sehingga kebutuhan
khususnya dapat dihilangkan. Apabila hambatan belajar membaca akibat alasan di atas
tidak mendapatkan intervensi yang tepat maka ada kemungkinan anak/peserta didik
tersebut akan menjadi anak/peserta didik dengan kebutuhan khusus permanen.

Ditinjau dari penyebabnya, maka kebutuhan khusus dapat dibagi dua bagian, yakni (1)
kebutuhan khusus yang berasal dari diri sendiri dan (2) kebutuhan khusus akibat dari
lingkungan. Salah satu penyebab munculnya kebutuhan khusus dari diri sendiri adalah
disabilitas. Sedangkan kebutuhan khusus yang berasal dari lingkungan misalnya anak
mengalami kesulitan belajar karena tidak dapat konsentrasi dengan baik dan
penyebabnya misalnya suasana tempat belajar yang tidak nyaman.

Di samping itu, kebutuhan khusus juga dapat dibedakan menjadi (1) kebutuhan khusus
umum, (2) kebutuhan khusus individu, dan (3) kebutuhan khusus kekecualian. Kebutuhan
khusus umum adalah kebutuhan khusus yang secara umum dapat terjadi pada siapapun,
misalnya karena sakit tidak bisa belajar dengan baik. Sedangkan kebutuhan khusus
individu (pribadi) adalah kebutuhan yang sangat khas yang dimiliki oleh seorang individu,
misalnya seseorang tidak dapat belajar tanpa sambil mendengarkan musik. Adapun
kebutuhan khusus kekecualiaan adalah kebutuhan khusus yang ada akibat disabilitas,
misalnya kebutuhan berkomunikasi dengan bahasa isyarat bagi anak dengan hambatan
pendengaran.

Pendidikan inklusif di suatu negara dibangun oleh 3 (tiga) pilar yang saling mempengaruhi
satu dengan yang lain, yaitu: (1) budaya; (2) kebijakan; (3) praktik. Di Indonesia tanpa
kita sadari budaya pendidikan inklusif juga telah ada sejak lama. Semboyan ‘Bhinneka
Tunggal lka’ nyata menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung nilai-
nilai inklusif, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Budaya inklusif yang ada di Indonesia
juga telah didukung oleh perangkat-perangkat kebijakan terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan inklusif baik ditingkat nasional maupun lokal (provinsi dan kabupaten/kota).
Namun yang masih menyisakan pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana praktik
penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dan masyarakat.



Pada tataran penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, terdapat 4 prinsip yang
harus selalu diperhatikan sebagai tolok ukur, yaitu (1) kehadiran; (2) pengakuan atau
penerimaan; (3) partisipasi; dan (4) pencapaian akademik dan non-akademik dari semua
anak/peserta didik termasuk anak/peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah belum
dapat disebut sebagai sekolah inklusif apabila ia hanya memasukkan anak/peserta didik
berkebutuhan khusus ke dalam kelas.

Konsep Perlindungan Kesejahteraan Anak

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 sebagaimana yang tercantum pada pasal
1, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di
kandungan. Konsep perlindungan kesejahteraan anak lahir dari kesadaran bahwa anak
perlu dilindungi guna mencapai sebuah tata kehidupan dan penghidupan yang menjamin
pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Membicarakan konsep perlindungan kesejahteraan anak maka kita perlu menguraikan
apa yang dimaksud dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. UU no. 35
tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan untuk
melindungi anak sejak dalam kandungan, agar dapat terjamin kelangsungan hidupnya,
tumbuh dan berkembang serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan tindak kekerasan
baik fisik, mental, rohani maupun sosial secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabatnya. Penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak
yang meliput: (1) non-diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik baik anak; (3) hak untuk
hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat
anak. Adapun tujuan dari perlindungan anak adalah agar hak-hak anak terjamin sehingga
mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
harkat dan martabatnya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani,
maupun sosial (UU No Tahun 1979). Kesejahteraan anak dapat pula diartikan sebagai
beberapa kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk
menyampaikan perhatian khusus bagi anak-anak dan kesanggupan masyarakat untuk
bertanggung jawab atas beberapa anak sampai mereka mampu untuk mandiri (Johnson
& Schwartz, 1991)

Dengan berdasarkan kepada penjelasan-penjelasan di atas maka perlindungan
kesejahteraan anak berarti segala upaya yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat
sejak anak berada dalam kandungan dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan
berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh karenanya
agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani
maupun sosial maka mereka harus memperoleh perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi dalam mengakses layanan publik dasar yaitu kesehatan dan pendidikan.



C. Sejarah Pendidikan inklusif dan Perlindungan Kesejahteraan Anak
Pendidikan Inklusif

Pendidikan Untuk Semua/Education for All dicetuskannya melalui deklarasi Pendidikan
Untuk Semua/Education for All di pada konferensi pendidikan di Jomtien, Thailand pada
pada tahun 1990. Walaupun belum eksplisit namun istilah pendidikan inklusif telah
dimunculkan pada deklarasi ini. Deklarasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) ini berangkat
dari kenyataan bahwa di banyak negara : (1) kesempatan untuk memperoleh pendidikan
masih terbatas atau masih banyak orang yang belum mendapat akses pendidikan, (2)
kelompok tertentu yang terpinggirkan seperti kelompok disabilitas, etnik minoritas, suku
terasing dan sebagainya masih terdiskriminasi dari pendidikan bersama.

Pada kenyataannya, penyelenggaraan hasil konferensi tersebut masih jauh dari yang
diharapkan, khususnya yang terkait dengan kesempatan memperoleh pendidikan bagi
para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pada tanggal 7-10 Juni 1994 di Salamanca,
Spanyol, para praktisi pendidikan khusus menyelenggarakan konferensi pendidikan
kebutuhan khusus (Special Needs Education) yang diikuti oleh 92 negara dan 25
organisasi international yang menghasilkan Pernyataan Salamanca (Salamanca
Statement) yang menyatakan agar anak berkebutuhan khusus (children with special
needs) mendapat layanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Dalam konferensi
ini istilah inclusive education (pendidikan inklusif) secara formal mulai diperkenalkan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani kedua deklarasi tersebut,
sebagai konsekuensinya maka pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa
pendidikan inklusif diselenggarakan di Indonesia. Pada tahun 2004, pemerintah
mendeklarasikan Indonesia menuju Pendidikan Inklusif di Bandung guna memperkuat
usaha penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Saat ini penyelenggaraan
pendidikan inklusif lebih dimantapkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional no.70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Undang-Undang no.
8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 10, dan Undang-Undang no. 35
tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak pada pasal 51.

Perlindungan Kesejahteraan Anak

Pada tahun 1923 seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mendeklarasikan
pernyataan hak — hak anak vyaitu hak akan nama dan kewarganegaraan, hak
kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan,
hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi
dalam pembangunan. Pada tahun 1924 deklarasi hak anak diadopsi dan disahkan oleh
Majelis Umum Persekutuan Bangsa-Bangsa dan pada tahun 1948 deklarasi hak asasi
manusia diumumkan.

Di Indonesia, undang-undang dasar 1945 telah mengatur kesejahteraan dan perlindungan
anak, dimana dinyatakan bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara.
Untuk memperkuat komitmen negara terhadap perlindungan anak, pemerintah
mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak yang telah mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas



kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam
keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan
wajar’, dan tanggung jawab orangtua yaitu bahwa “orangtua bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan anak”.

Pada tanggal 25 Agustus 1990, melalui Keppres 36/1990, Indonesia telah meratifikasi
Konvensi Hak Anak (KHA) dan dikuatkan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak,
serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan
orangtua. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan dengan munculnya
Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2014,
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (a) non-diskriminasi; (b)
kepentingan yang terbaik bagi anak; (c¢) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

D. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Kesejahteraan Anak.

Pendidikan inklusif adalah sistim pendidikan yang menghargai keberagaman. Dengan
melaksanakan sistim pendidikan inklusif maka diharapkan perlindungan kesejahteraan
anak terutama di bidang pendidikan dapat terlaksana. Pada praktik pendidikan inklusif,
sekolah dan masyarakat sangat menghargai perbedaan dan keunikan dari setiap
anak/peserta didik. Pendidikan inklusif merupakan salah satu cara untuk memastikan
bahwa tidak ada lagi kekerasan dan praktek bullying yang merupakan bentuk perlakuan
diskriminasi pada anak/peserta didik.

Pada tingkat persekolahan, sekolah yang menyelenggarakan sistim pendidikan inklusif
dapat diperkenalkan melalui konsep sekolah yang ramah dan terbuka bagi semua
anak/peserta didik dan memiliki guru dan tenaga kependidikan yang ramah dan terbuka
kepada perubahan serta menghargai keberagaman. Keberagamaan yang dimaksud
dapat disebabkan karena status sosial ekonomi, disabilitas, bahasa, jender, agama, dan
status kesehatan.

Sekolah inklusif adalah sekolah yang mampu mengakomodir kebutuhan semua anak
termasuk kebutuhan khusus anak/peserta didik berkebutuhan khusus sehingga mereka
dapat hadir di kelas, diterima oleh guru, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik,
serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran serta menunjukkan pencapaian baik di
bidang akademik maupun non-akademik. Dalam hal mengakomodir kebutuhan semua
anak/peserta didik, sekolah harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi
Hak-Hak Anak, yaitu: (1) nondiskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak
untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap
pendapat anak/peserta didik. Dengan demikian mereka dapat berkembang secara wajar,
baik secara jasmani, rohani, dan sosial.



Penegasan bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu cara memberikan
perlindungan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terutama anak penyandang
disabilitas terdapat pada Undang-Undang no. 35 tahun 2014 pasal 51. Namun
keberadaan anak/peserta didik berkebutuhan khusus di sebuah sekolah tidak serta merta
membuat sekolah tersebut menjadi sekolah inklusif. Apabila sekolah menerima
anak/peserta didik berkebutuhan khusus tanpa memastikan bahwa anak/peserta didik
tersebut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sama dengan anak/peserta didik
yang lainnya sehingga dapat memperoleh pencapaian sesuai dengan kemampuan
anak/peserta didik maka sekolah tersebut belum dapat dikatakan sebagai sekolah inklusif.
Keadaan demikian dapat menyebabkan kondisi dimana anak/peserta didik rentan
terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Praktik-praktik di sekolah inklusif sangat sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak
Anak yang meliputi: (a) non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak
untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap
pendapat anak. Tindakan bully dan kekerasan terhadap anak/peserta didik di sekolah
inklusif diharapkan tidak akan terjadi karena pihak sekolah (guru dan tenaga
kependidikan) memberikan pengertian kepada semua warga sekolah termasuk orang tua
dan anak/peserta didik baik yang berkebutuhan khusus maupun anak/peserta didik
lainnya tentang keberagamanan yang ada dan hak asasi manusia yang perlu dihormati.
Dengan demikian sekolah yang menyelenggarakan sistim pendidikan inklusif sudah pasti
menerapkan hal-hal positif yang mendukung kesejahteraan anak. llustrasi di bawah ini
menggambarkan hubungan pendidikan inklusif dengan perlindungan kesejahteraan anak.

Perlindungan
Kesejahteraan
Anak

Pendidikan
inklusif

Gambar 2 : Hubungan Pendidikan Inklusif (Pl) dengan Perlindungan Kesejahteraan Anak
(PKA).

Di sekolah inklusif semua peserta didik harus hadir dan terlibat dalam proses
pembelajaran. Semua upaya untuk menghilangkan hambatan diarahkan untuk membantu
peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat berpartisipasi, belajar, dan
berprestasi sesuai dengan kemampuan mereka. Pencapaian tersebut dapat di bidang
akademik maupun non-akademik. Menghilangkan hambatan pembelajaran,
meningkatkan partisipasi, dan pencapaian anak/peserta didik tersebut dapat dilakukan
dengan menyesuaikan waktu, tugas, bahan, strategi penyampaian, dan tingkat dukungan
sesuai dengan kebutuhan anak/peserta didik berkebutuhan khusus sehingga mereka
dapat memaksimalkan potensi akademik dan non-akademiknya. Lingkungan sekolah
inklusif haruslah nyaman; menerima keberagaman; ramah dan tidak menegangkan; luas;



tenang; dan terorganisir/aman. Lingkungan sekolah yang inklusif harus memberikan
manfaat bagi seluruh peserta didik dan komunitas sekolah lainnya.

Lingkungan yang aman dan nyaman serta tidak diskriminasi akan menciptakan
lingkungan pendidikan yang mendukung terbentuknya pribadi anak yang sehat secara
emosi dan sosial.

Sebagai langkah awal untuk menentukan kebutuhan anak/peserta didik dalam
mewujudkan sekolah inklusif serta dalam usaha melindungi kesejahteraan seluruh
anak/peserta didik maka guru, tenaga kependidikan dan orang tua perlu melakukan
proses identifikasi dan asesmen. Identifikasi merupakan proses untuk menemu kenali
keberagaman anak/peserta didik. Pada dasarnya identifikasi dapat dilakukan oleh siapa
saja, baik orang tua, guru, maupun pihak lain yang dekat dengan anak/peserta didik.
Penggunaan formulir penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat merupakan identifikasi
awal. Selanjutnya guru dapat mengumpulkan bukti dari ulangan formatif dan sumatif
yang telah dijalani anak/peserta didik serta pengamatan oleh guru. Sumber pembuktian
dapat berasal dari (1) penilaian guru dan pengalamanan anak/peserta didik; (2)
kemajuan, pencapaian, dan perilaku anak/peserta didik; (3) perkembangan peserta didik
dibandingkan dengan rekannya; (4) pendapat dan pengalaman orang tua; (5) pendapat
anak/peserta didik itu sendiri; dan (5) pendapat dari luar. Namun sekolah tidak dapat
melakukan labeling dengan mudah hanya karena anak tersebut tertinggal di bidang
tertentu dalam kurikulum. Seorang anak dapat diidentifikasikan sebagai anak
berkebutuhan khusus apabila mereka menunjukkan sedikit atau tidak ada perkembangan
di bidang tertentu secara konsisten meskipun telah diberi pengajaran dan intervensi
terarah guna memenuhi kebutuhannya. Langkah selanjutnya, setelah proses identifikasi
adalah asesmen.

Asesmen pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dalam memperoleh informasi
atau data melalui pertanyaan terkait perilaku belajar anak/ peserta didik dengan tujuan
penempatan dan pengembangan pembelajaran (Wallace dan McLoughlin, 1981: 5).
Tujuan melakukan asesmen adalah untuk melihat kebutuhan khusus anak/peserta didik
dalam rangka penyusunan program pembelajaran sehingga dapat melakukan intervensi
pembelajaran secara tepat. Hal ini tentunya dilakukan hanya demi kepentingan
anak/peserta didik. Asesemen dapat dilakukan secara informal maupun formal. Aspek
yang diamati lebih jauh dalam proses asesmen adalah persoalan belajar, sosial-emosi,
komunikasi, dan motorik. Hasil akhir dari proses identifikasi dan asesmen adalah
diperolehnya profil peserta didik berkebutuhan khusus. Profil peserta didik inilah yang
akan dijadikan dasar bagi kepala sekolah, guru, dan orang tua dalam pengambilan
keputusan guna penempatan dan pengembangan program pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pengambilan keputusan dilakukan oleh tim yang terdiri dari minimal guru kelas/mata
pelajaran, kepala sekolah, dan orang tua. Sekiranya tersedia maka akan lebih baik
apabila tim juga beranggotakan guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus
dan professional (tenaga medis, psikolog, terapi dll). Pada saat proses pengambilan
keputusan pun anak/peserta didik juga dilibatkan.
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Gambar 3: Struktur identifikasi dan asesmen digambarkan sebagai berikut ( McLoughlin &
Lewis,1981):

Setelah sekolah merancang program bagi peserta didik khususnya bagi peserta didik
berkebutuhan khusus berdasarkan kebutuhan anak/peserta didik yang merupakan hasil
asesmen, maka sekolah diharapkan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian di
berbagai hal guna menjamin pemenuhan hak dan partisipasi anak/peserta didik
berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran.

Sekolah diharapkan dapat menyediakan “akomodasi yang wajar.” (reasonable
accommodation) bagi anak/peserta didik berkebutuhan khusus terlebih lagi bagi
anak/peserta didik penyandang disabilitas. Secara sederhana dapat diterangkan bahwa
“akomodasi yang wajar” adalah adaptasi/penyesuaian yang dilakukan oleh sekolah
sebagai langkah untuk menjamin pemenuhan hak anak/peserta didik berkebutuhan
khusus khususnya anak/peserta didik penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi
dalam pembelajaran. Penyesuaian yang dilakukan tentunya dengan mempertimbangkan
kepentingan anak demi tercapainya pertumbuhan dan perkembangan anak yang
sewajarnya. Adaptasi atau penyesuaian dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya:

e Membuat kebijakan sekolah yang disesuaikan sehingga dapat menjamin pemenuhan
hak semua anak/peserta didik tanpa terkecuali (tidak diskriminasi);

e Membuat lingkungan yang aksesibel sehingga memungkinkan semua anak/peserta
didik dapat bergerak dan berpindah tanpa rintangan dan aman;

o Melakukan penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan anak/peserta didik di
dalam kelas;

¢ Menyediaan alat bantu dan media pembelajaran yang adaptif seperti misalnya bahasa
isyarat dan running text untuk anak/peserta didik dengan hambatan pendengaran dan
buku braille atau buku digital untuk peserta didik dengan hambatan penglihatan.

Adaptasi dan penyediaan alat bantu dapat dilakukan setelah proses identifikasi dan
asesmen selesai dilaksanakan sehingga bantuan yang disediakan sesuai dengan
kebutuhan anak/peserta didik.



E. Penutup

Pendidikan inklusif dan Perlindungan Kesejahteraan Anak bukanlah suatu hal yang
terpisah. Sebaliknya pendidikan inklusif merupakan salah satu cara terbaik untuk
menjamin perlindungan kesejahteraan anak. Praktik-praktik pendidikan inklusif sangat
memperhatikan pemenuhan hak anak/peserta didik sehingga mereka dapat tumbuh dan
berkembang secara wajar pada ranah kognitif, emosi, dan sosial yang akhirnya potensi
akademik dan non-akademik anak/peserta didik tersebut dapat tergali secara maksimal.
Dengan menerapkan Pendidikan inklusif maka diharapkan sekolah dan masyarakat dapat
memastikan bahwa semua anak/peserta didik dihargai haknya dengan begitu bullying dan
kekerasan terhadap anak/peserta didik dapat dihilangkan. Tujuan akhir dari Pendidikan
Inklusif adalah meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang lebih berfokus pada hak
dan kebutuhan anak/peserta didik.

Dapat dikatakan juga bahwa pendidikan inklusif adalah juga merupakan salah satu
strategi untuk mempromosikan masyarakat inklusif, dimana semua anak dan orang
dewasa dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa
melihat adanya perbedaan jender, usia, kemampuan, etnis, disabilitas, ataupun status
kesehatannya akibat HIV. (Stubbs S. Publication online What is Inclusive Education?
Concept Sheet).

Pelaksanaan pendidikan inklusif merupakan komitmen internasional dan nasional yang
sejalan dengan perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Pendidikan bagi anak
berkebutuhan khusus diselenggarakan bukan lagi berdasarkan rasa kasihan atau amal
(charity) tetapi lebih kepada hak (rights) anak/peserta didik yang dilindungi oleh undang-
undang. Perlindungan kesejahteraan anak dapat tercapai apabila Pendidikan Inklusif
telah diterapkan dengan baik di semua institusi penyelenggara pendidikan pada setiap
tingkatan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus
termasuk anak penyandang disabilitas akan memperoleh pelayanan khusus untuk
mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan
kesanggupan anak yang bersangkutan. Hal ini tentunya sejalan dengan pasal 7 Undang-
Undang no. 4 tahun 1979.



